‘Alienasi Pendudul Aslidan
" Sikap Anarkis Berkelompok
ltham Pri__sgunanta, 8.8, MLSIt

Abstrak:

Manusia Ibefke!cmpok berangkat dari odanya fantosi-fontasi vong
menyelimuti alam kognitifnyo. Mereka yang termarjinal bigsanya berangkat
dari kekecewaan terhadap sisteny birokrasi yang dianggap lombat terhadap
situasi. Alhasil mereka hanya akan tunduk pada aturan-aturan kelompok
hukan Negara. Podo kenyataannya pers juga'mampu' memarjinalisasikan
kelompok, termasuk polisi. Isi muatan medic massa sering memojokkan
polisi, sehingga edo pendeskriditan pado kerjo polisi. Hal inilah yang
membuat muncul kelompok-kelompok anarkis berkelompok dalam konteks
pengamancn dan penegokkan hukum yong berpola premanisime.

‘Kata Kunci

Marjinal, Polri, group dan ingroup, pers , konvergensi teori.

Pendahuluan

Salah satu fenomena yang marak saat ini menanggapi kasus keamanan
dan  penegakan hukum adalah munculnya kelompok-kelompok vyang
membawa muatan-muatan primordialisme kelompok. Sebagai mahluk vang
normal, maka mereka akan sangat terpaut pada tata aturan kelompok dalam
pandangan teori in group dan out group dalam memahami kelompok. Artinya
mereka akan sangat {aat pada aturan formal atau informal vang berlaku pada
kelompok. Berdasarkan teori sistern, mereka akan menerima atau malah
menolak anggota.

1 {tham Prisgunanto, 5.5, M.Si, Staf Pengajor pade Perguruan Tinggl Hmu Kepolisian [PTIK), Jakarta.
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' menyoai akses mformasn dan penguasaan terhadap agenda-agenda med:a
massa. Dalam suasana pers liberal saat ini isu yang mencuat adalah kehendak
untuk d[hput dttamplikan mereka dalam frame-frame rekaman medla dan
penylaran Pada kenyataannya orang-orang di daerah dan di kampung tidak
dapat mentkmatx Ionjakan dan globalisasi :nformas: vang ada. :

Liputan surat kabar dan majalah vang tidak lengkap, penylaran
televisi dan radico yang hanya berkutat di kota-kota besar menimbulkan
marjmainya keiompok tertentu. Keterbatasan akses informasi adalah i isu-

__isu menank yang mencuat di era giobahsam informaSi saat ini. Bavangkan
di’ masa -masa ekonoml suht terjadl }urang pemlsah antara media massé
dengan khaiayaknya Mefeka yang miskin dan tidak memiliki uang, tldak
akan mampu mengakses informasi. Bayangkan berapa biava membell
buku, mengakses internet dan membaca surat kabar. Sedangkan untu_k
menonton televisi mereka harus mengorbankan waktu yang menurut
mereka akan mengorban perolehan uang.

Kasus Tol Cipularang Bandung-lakaria

Fenomena terbukanya jalur jalan bebas hambatan Cipularang antara
Jakarta - Bandi.mg — Purwakarta juga sebenarnya memberikan imbas
cukup signifikan pada sisi politik praktis lokal jawa Barat, khususnya
Bandung. Kecenderungan komunikasi politik model apa yang terjadi
pada orang Bandung? Bila mau jujur dengan terbuka dan mudahnya jalur
tersebut menimbulkan guncangan pada pola kehidupan politik lokal orang
Bandung. Tidak itu saja, tetapi juga akan menimbulkan rasa keterasingan
dan benturan yang bisa menimbulkan kejahatan berkelompok anarkis
dari masyarakat.

Benturan tersebut begitu kentara ketika ada banyak imigran yang
masuk ke Bandung. Jadi tidak hanya menyoal benturan kebudayaan (shock
culture} dari sisi sosiologis, namun tebih dari itu perubahan perspektif dan
cara berpikir orang Bandung. Benturan budaya itu juga bukan hanya masalah
klasik bahwa adat penduduk asli malas dan kalah dalam daya juang bertahan
hidup bila dibandingkan pendatang. Pendeskriditan tersebut tergolong usang
dan sudah tidak periu di era globalisasi, seperti ini.
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Apakah sedemn%aan menakutkan lmbas mmgran dart tuar kota Bandung?
tmbas iangsung dengan kedatangan para ‘imigran (pendatang) ;elas yang
paimg myata ada!ah %(emacetan lalu imtas dan tmgkat kepadatan penduduk
pada hari ilbur dan besar Bayangkan dengan kemudahan akses hanya dalam
2 (dua} jam dengan harga murah dari Jakarta mereka mampu mencapa;
Bandung. Pertanyaannya seianjutnya adaiah apakah orang-orang Jakarta
tldak tergiur menetap i Bandung? & j : -

Bayangkan sudah muncul fenomena imagran yang bekerja di Jakarta_

dan tmgg_al d: Bamiung Mereka berangkat ke jakarta dari Bandung jam 5.00.
WiB pagi dan puéang ke Bandung kembail dar: Jakarta jam 17. 00 WiB malam SR

Jumiah ml dzperkarczkan akan semakm memngkat dan memb!udak' dengan
kemudahan akses transportaSI kedua kota tersebut Blsa saja nantl akan
muncul anggapzm bahwa Bandung hanya tempat untuk mdur dan nstarahat
saja tetap: berkawa dan bekerja di Jakarta.

Bertambah banyaknya jurniah imigran sedemtklan di Bandung tentunya
ini adalah potensi voler atau pemilih dalam kompetisi Pitkada mendatang.
Diakui secara matematis memang dalarm- kuantitas.angka, orang Bandung
atau penduduk lokal iebih hanyak dari imigran. Namun, apakah sedemikian
dalam hitungan %:aﬁat mata poten51 vater yang tzdak terhltung? '

“Fenomens yang terjadi para imigran yang datang dan berbaur dengan
masyarakat secara tidak sengaja membawa tata nilai dan kebiasaan mereka ke
Bandung. Yang ditakutkan adalah penularan pola berpikir dan penjungkiran
terhadap paradigma berpikir orang Bandung. Perhatikan cara berkomunikasi
dan pemilthan bahasa yang digunakan cleh orang Bandung saat ini. Buktinya,
pernah suaiu wakiu didapati seorang pedagang berusaha menggunakan
bahasa betawi dengan dialek sunda yang kental kepada pembeli yang
kebetulan dari lakaria.

Bagi orang dari Jakarta hal itu cukup menggelikan dan memprihatinkan
bila ditilik lebih jauh. Alasan kuat si pedagang melakukan hal itu adalah upaya
mempertinggi nilai barang dan menyamakannya dengan di Jakarta. Anggapan
bahwa Jakartz lebih modern, maju dan gemerlap dengan harga-harga yang
mahal. Tak pelak akhir dari cerita itu adalah harga barang bisa dijual dua atau
tiga kali lipat dasi sebelumnya.
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_voGejala vang -terjadi di sini adalah klaim bahwa Jakarta lebih hebat,
modern dan maju dibandingkan Bandung vang selalu tertinggal kunc dan.
konservatif. Lambat laun akan terjadi bahwa mereka yang bekerja di tanzh.
Betawi adaizh mereka yang modern, kosmopolit dan perlu ditiru. Ukuran
sukses adalah mereka yang memiliki harta dari Jakarta, bukan dari Bandung
ya__h_g'_dip:ehuhi kekentalan menguasai bahasa-bahasa Jakarta dengan dialek
Betawi di da:i_z'ar_nny_a. 5

.. Gengsi penggunaan bahasa yang dianggap ‘sepele’ ini berimbas kepada
perubahan paradigma bahwa Jakarta merupakan kiblat dari segaianya,.
terutama: dari - sisi--politik. -Dalam ariian bahwa orang Bandung sudah.
terhegemoni dengan cara berpikir orang Jakarta dalam bayang-bayang cakar.
hedonis dan kapitalis.

Eksodus besar-besaran imigran dan terpengaruhnya orang Bandung
adalah potensi besar nilai jual polittk vang cukup menjanjikan bagi
pemain politik. Hal inilah yang mungkin diincar oleh para pemain politik di
Bandung saat ini. Secolah-olah Bandung sudah mulai kehilangan wajah asli
kedaerahannya. Bila ini benar-benar terjadi maka kejadian alienasi penduduk
lokal oieh pendatang, seperti kejadian anak Betawi di Jakarta yang tersingkir
akan diatamijuga oleh para anak priangan.

Pilkada Jakarta

Memahami gejala komunikasi politik orang Bandung sudah berubah,
mudah sekali silahkan memperhatikan pemilihan jargon-jargon dan isu yang
dilangsir di dalam Pilkada di Bandung yang akan datang. Apakah terpengaruh
oleh jargon-jargon dan isu-isu yang dihembuskan dalam Pilkada di Jakarta
satu tahun lagl. Bila terjadi, maka jelas sudah terjadi perubahan orientasi
komunikasi politik orang Bandung. Namun sebaliknya bila yang keluar adalah
isu-isu lokal dan menjunjung tinggi kepentingan asli orang Bandung, maka
dapat dikatakan komunikast politik orang Bandung masih kuat dan terjaga.

Kasus yang sangat kentara dalam memahami pengaruh imigran ini
sudah terjadi sebelumnya pada Pilkada di Depok-lawa Barat. Kota Depok
yang berada bersebelahan langsung dengan Jakarta begitu nyata perubahan
komunikasi politiknya. Dengan begitu berkuasanya imigran dari Jakarts,
sehingga memudahkan pengaruh kepada penduduk asli Depok.
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“Bahkan silahkan lihat pakaian asli yang diumumbkan oleh Pemkot Depok, -
begitu sangat Betawi modelnya. Padahal jelas-jelas budaya dan tradisi yang: -
ada'di Depok adalah Jawa Barat yang merupakan bagian dari Bogor, bukan
Jakarta - i
Tak petak lagl btla dlhhat pemain- pemam politik dari luar begttu'
mudah masuk. Bagi penulis memang tidak masalah, tetapi apa jadinya bila"

- mereka (para pemain politik) itu tidak pernah memikirkan pembanguna_n'” '

y'an_'g sifa't_nva'iokal. Tidak memperhatikan kualitas intelektualitas dan . .

kadar ‘kesehatan, kesejahteraan warga. Bagi mereka Pembangunan
-hanyala ‘sektor ekonomi:dengan: tidak memperhatikan kesenjangan dan_'_ '
teralienasinya penduduk asli. S

Para pemimpin daerah karena bukan dari penduduk asli, melainkan
imigran yang diregister menjadi asli itu memiliki agenda tersembunyi di balik
Pilkada. Ketakutan bahwa Bandung hanya tempat tidur dan istirahat (sepert
singgah saja) dan mengeruk keuntungan dari sana menjadi kenyatean. Yang
dikhawatirkan adalah penduduk asli menjadi tersingkir dan termarjinalisasi
dari derap Pembangunan. Mereka menjadi beringas, mudah tersinggung
dan frustasi di tengah-tengah kemajuan yang pesat atas nama modernisasi,
Dengan demikian potensi konflik dan ‘pengkerdilan’ orang Bandung sudah
terjadi.

Hatl ini merupakan sebuah peringatan besar bagi orang Bandung, sebab
secara teoritik keberadaan Pilkada di Jakarta akan penuh dengan perang
pesan dalam model psywar, provokasi dan agitasi. Imbasnya pasti menyebar
dengan luas, apalagi dengan penggunaan media massa sebagai sarana
komunikasi. Ketika genderang perang pesan dibunyikan, maka getaran dan
letusannya akan lebih hebat dari bom atom, dan yang ditakutkan orang
Bandung akan terimbas,

Terlebih dengan isu-isu program kota megapolitan yang akan menjadi
‘gula-gula’ yang mengiurkan bagi Celon Gubernur Jawa Barat yang akan
datang. Dari sisi komunikasi organisasi mudah saja sebenarnya, bila ingin
melihat apakah Pemda labar memihzak penduduk ash, yakni dari kebijakan
keputusan mereka yang sudah keluar. Bila muatannya sedikit dalam
keberpihakan penduduk iokal dan iebih banyak kepentingan luar, berarti
Pemda tidak pro penduduk lokal, meski yang menjabat penduduk asli.
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-~ Konteks -marjinalisasi ini akan menimbulkan sikap primordialisme yang
kontraversi dalam kelompok tertentu. imbas yang paling nyata dari pelarian
fantasi. masyarakat ‘tersingkir. adalah kelompok-kelompok yang bertinqak
anarkis. Mereka ‘muak’ dengan birokrasi dan negara, sehingga ingin keluar
jalur dan bertindak semaunya dalam koridor-koridor yang mereka anggap
henar dan sesua dengaﬂ aturan ke[ompok '

W%Sﬁfﬁk&ﬁi Wagah Polisi @aéam Tampilan Media Massa

Poltsx kerap digambarkan buruk dan sepithak oleh media massa. Kondm

_ e_ns.ci_ismy_ailr berangkat dari ketidakiahuan pers akan kerja aparat penegak.

Apakah hal ini menunjukan preseden masih belum berjalannya program

nemolisian masyarakat di Indonesia? Bagi banyak orang pernyataan tesis di

atas bisa saja merupakan pembenaran (refnforce} terhacap pendapat miring

atau maiah sebaliknya, sebagai kiaim pembelaan terhadap kinerja pasukan
yaﬁg mengaku hukum sebagal pangiimanya.

Apa%\ah anda pernah menonion tayangan film atau sinstron !ndonesm?
Bagaimana polisi digambarkan di sana? Buruk atau subyek? Pesisi polisi sering
dianggap sebagai obyek, bukan subyek dalam penokohan film vang hanya
berdurasi sekitar 30 {figa puluh) menit itu. Polist digambarkan sebagai pihak
vang kaku, tidak jago ‘berkomunikasi’, seram, ‘sangar’ dan hadir hanya dalam
kapabilitas penangkapan pelaku kejahatan dan patroli keamanan saja.

bisalnya perhatikan saja tayangan sinetron ‘Malin Kundang’ di salzh
satu stasiun swasta nasional, dimana salah satu pelakon berperan sebagai
seprang anggotia polisi Indonesia berpangkat perwira menengah. Dalam cerita
digambarkan ra melakukan desersi {(mungkir dari tugas) dan lari dengan salah
satu tokoh {bekas istri si Malin Kundang} karena memiliki hati suci melawan
sistemt peradilan vang tidak berjalan. Pada cerita itu karena begitu licinnya si
pelakon diserstity, sehingga tidak ada sedikit juga polisi mampu mendeteksi,
bahkan melakukan penangkanan.

Dalam dramatisasi sinetron tersebut polisi ‘mangkir’ tu akhirnys
tertangkap, tetapi dengan catatan bukan karena ada ussha dari pihak
kepolisian, melainkan adanya pelaporan dari petugas hotel dimana mereka
menginap. Penangkapan juga idak dilakukan cleh petugas Propam {Provost
dan Pengamanan) khusus, melainkan petugas dari polsek biasa saja dengan
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tid_ak.se_sLlai prosedur yang ada. Seolah-olah ‘mungkir’ kerja, bukaniah
kejahatan berat bagi anggota aparat kepolisian. Alhasil gambaran ini
akan menggerogofti citra polisi dan imej mereka vang lebih lanjut mampu
mempengaruhl kinerja dan penegakan hukum.

Memang media massa selalt menggambarkan polisi sebagai titik sentra!
penting dalam pengertian signifikasi politik negara lewat pemolisian. Artinya
pihak media massa bukaniah pihak yang perludisalahkan dafam menampiikan
wajah polisi, karena pemahaman mereka terhadag poiisi lewat dari program
pemotaStan yang ada. Meski ada pendapat miring pers juga tunduk pada
sistem_industri dalam kaitannya dengan proses komodifikasi. pemberitaan; -
Maksudnya mereka mencari berita dalam hubungannya dengan news peg
atau nilai dari-apakah berita memiliki nilai jual?

Terlepas dari halitu, berarti pembinaan Polri dalam hubungannya dengan
pemolisian masyarakat belum berhasil. Menurut Robert Friedman terdapat
tiga kategori bentuk pemolisian masyarakat yang bisa dilakukan, yaitu;
pertama; kesadaran akan perlunya pemolisian berangkat dari masyarakat
itu sendiri.* Kondisi inilah yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemolisian masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat mengerti betul dan
merasa perlu akan mengenal peran polisi. Biasanya hal ini dapat dibangkitkan
dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pers.

Kedua adalah peran campuran, bahwa antara polisi dan masyarakat
sama-sama perlu melakukan pemolisian masvarakat. Diartikan bahwa ada
campurtangan polisi dalam membangkitkan .proses pemolisian masyarakat.
Daiam artian bahwa masyarakat sudah ada pengertian terhadap polisi, tetapi
masih agak sangsi dalam dirinya untuk mengerti polisi. Sedang vang ketiga
adalah hanya polisi yang berperan aktif dalam melakukan pemolisian kepada
masyarakat. Proses terakhir ini banyak terjadi di negara-negara berkembang
dimana peran Negara begitu powerfull dalam mengarahkan sikap rakyatnya.

Kesalahan intepretasi tentang peran pemolisian ini berangkat dari
pemahaman ferhadap situasi yang ada. Seharusnya medel ketiga pemolisian
masyarakat di atas sudzh tidak dilakukan oleh polri saat ini. Sebab model
tersebut hanya cocok pada Negara-negara yang masih belum menganut
model demokrasi. Mungkin memang era-era Pemerintahan masa orde baru

4 Robert Friedman. Community Policing: comparative perspectives and prospects {New York: Harvester, 1992)
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3':__akhm Negara lndones;a saat :m adalah mode! kedua dan pertama

'-"-j-cocok dengan model tersebut tetap: ‘bukan untuk saat ini. Yang cocok bag;_

E "Daiam hal ini dlsarankan pada modef kedua dlmana ada keterhbatan_
'-:'-peran aktif darl masyarakat Juga Pemolts;an masyarakat di sini Jangan

’"f:-.dapahaml secara harftah penaptaan komunltas komunitas daiam

' _:_;_'_kfta berpandangan tersebut yang muncuE maiah sebahknva penczptaan_

_'_':'_.:._-’komunttas komumtas yang . menggunakan ketakutan masyarakat akari_.
g-kekuatan polisi.. Mereka membaiat diri sebagai-bagian :dari. pohs; dan"

3 mendapatkan ira nsfer kekuatan (power) d| masyarakat. Tak heran akhlrnya :

;'_'mereka leluasa - melakukan ke;ahatan dan metanggar hukum dika;tkan_ .

A _{mereka memlhkz hubungan. erat dengan aparat.

= Lthat contoh beberapa ormas pemuda dan PAM SWAKARSA yang ma ah'
memmbulkan ‘konffik sosial di masyarakat Karena oknum- oknum tersebut
ternyata banyak melakukan tindakan semena-mena di masyarakat Maka
. dapat diketakan bayang-bayang militeristik di tubuh Polri di Indonesia masih
: ':begitu kental, sehingga kerja polisi begitu mudah dan mampu memmbulkan
efek ketakutan luar-biasa di masyarakat, Dalam mewujudkan de_nga_n
kekuatan sipil, ‘polisi perfu dipahami bukan sebagai kekuatan yang bérada
di daerah ‘sumir’ {abu-abu} antara militer dan sipil. Polri diartikan berpolah
seperti bunglon yang bisa berubah-ubah, mereka bisa menjadi sipil di satu
sisi_atau militer. Hal inilah yang menyebabkan polisi begitu menyeramkan
bagi masyarakat Indonesia.

~Disinitah tugas dari pemolisian masyarakat, yaitu mengubah pandangan
miring-“masyarakat skan polisi dan menyamakan paradigma pemahaman
mereka -terhadap kinerja aparat hukum ind, Jadi tidak sesederhana
mengumpulkan kelompok masyarakat tertentu, diberikan (HT) Handy Taiky,
keahlian semi polisi, bahkan diberikan izin menggunakan senjata.

Menyoal permasalahan pemolisian ini Amerika Serikat sebagai Negara
yang penganut demakrasi liberal juga mengalami hal vang sama. Robert
Reiner dalarn menyebutkan kerja polisi dianggap suatu mistifikasi (aneh} di
tengah-tengah masyarakat.® Di satu sisi mereka bisa menjadi kekuatan yang
berangkulan dengan masyarakat, di lain pihak malah terlihat berseberangan

5 Robert Reiner .the Pelitics of the Police {Londen: Sussex: Harvester Press, 1985}
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dalam keperluan tugas. Pers adalah pihak . ketiga yang mempengaruhi
'perubahan sngnlﬁkan konseps: pendapat rakyat daiam memahami polisi.

_ ' Satuyangperiudaakulbahwa peran polisibegitu penting dalam keperluan
'mengukur tmgkat demokratisasi dalam penerapan supremasi hukum _di
Negara. tersebut. PoI15| adalah aspek integral dari representasi masyarakat_ -
'yang dlatur oleh hukum Mereka secara signifikan bertindak sebagai agen
saiah satu agen penegakan hukum dan keadilan dalam amanah mandat dari |
rakyat - .

Sebenamya permasalahan utama pemohsnan masyarakat menurut Paul :

gM Wh|senand adalah komunikasi.® Kebanyakan polisi - menganggap remeh .-

komunikasi, alhasil transfer komando menjadi kaku, dan mereka tidak mau
melakukan difusi inovasi dalam kerja. Motivasi hubungan bawahan atasan
akan suiit muncul dalam organisasi yang hanya mengandalkan pemeliharaan
komando atasan, bukan pada sikap keterbukaan untuk melakukan perubahan
dalam keperiuan efektivitas peran.

" Kebanyakan pimpinan polisi akhirnya terjebak pada degradasi peran
dalam sistem komunikasi organisasi dalam keperluan transfer pesan dalam
informasi. Kondisi ini disebabkan atasan ‘enggan’ terbuka dengan bawsahan,
demikian sebaliknya. Yang muncul hanya komunikasi searah aja dalam sistem
komunikasi formal. Padahal bangsa Indonesia terkenal dengan massyarakat
kolektivistik, yang mengutamakan hubungan kefompok. Oleh sebab itu
keakraban dengan kelompok dalam keperiuan pengakuan in group {satu
kelompok) adaiah perlu.

Oleh sebab itu adalah bijak bila Polri mulai melakukan pembenahan,
terutama dalam sistem komunikasi internal mereka dahulu. Dengan
demikian mereka bisa berkomunikasi ke ekternal dengan mudah dan proses
pemolisian masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Bila sedemikian adanya,
dalam beberapa dekade ke depan bila program pemolisian masyarakat
sudah terwujud, tidak akan ada kesalahan pers, insan film dan teater dalam
merapresentasikan wajah polisi seperti sekarang ini. ***

] Paul. M. Whisenand .the Managing of Police Organization (New Jersey: Prentice-Hall, 1978)
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